
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014, dan adanya
pergeseran anggaran belanja pada Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka
guna realisasi dan pelaksanaan kegiatan, perlu melakukan
perubahan atas Penjabaran APBD tahun Anggaran 2014;

b. bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2014 ini
dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508 );

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran
2014;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 8 );
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
28 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 28 );

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2013 Nomor 39 ), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor
12 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 Nomor 39 ) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

“ 1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah, tetap sebesar Rp. 49.038.192.500,00
b. Dana Perimbangan, tetap sebesar Rp. 644.960.274.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Semula sebesar Rp. 107.148.310.500,00
Bertambah sebesar Rp. 63.416.479.000,00
Berjumlah menjadi Rp.170.564.789.500,00
Jumlah Pendapatan Rp.864.563.256.000,00

2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a pada Belanja Tidak Langsung, diubah
sebagai berikut:

“2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
Semula sebesar       Rp. 371.107.406.000,00
Bertambah sebesar Rp. 72.537.053.900,00
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Berjumlah menjadi Rp.443.644.459.900,00

2) Belanja Hibah Rp. 6.747.000.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.987.446.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Rp.   26.643.466.000,00
5) Belanja Tidak Terduga Rp. 946.596.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.484.968.967.900,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.935.787.065.900,00

Defisit setelah perubahan ( Rp. 71.223.809.900,00)

3. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, diubah
sebagai berikut:

a. Pada Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub
Unit Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
diubah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Pada Organisasi Dinas Pendidikan, Sub Unit Organisasi Sekretariat,
diubah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Pada Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Sub Unit Organisasi Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan, diubah dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai
berikut:

a. Pada Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub
Unit Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
diubah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Pada Organisasi Dinas Pendidikan, Sub Unit Organisasi Sekretariat,
diubah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Pada Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Sub Unit Organisasi Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan, diubah dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan  di Amuntai
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 12.


